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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance 
yang terdiri dari jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, 
proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional serta likuiditas dan leverage sebagai variabel kontrol terhadap tingkat 
kepatuhan pengungkapan wajib IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut memenuhi kriteria yang telah 
ditentukan oleh bab III yang meliputi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2010-2013, menerbitkan laporan tahunan secara lengkap 
dan berurutan pada tahun 2010-2013, dan laporan keuangan yang diterbitkan 
dalam mata uang rupiah. Maka terdapat tujuh puluh lima perusahaan yang 
memiliki kriteria tersebut. Untuk mempermudah proses penelitian maka 
digunakan alat uji analisis regresi linier berganda yang meliputi uji F dan uji t, 
serta menggunakan uji asumsi klasik. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa corporate 
governance yang terdiri dari jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris 
independen, proporsi komite audit independen, kepemilikan manajerial, 





mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan 
wajib IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Diduga likuiditas dan leverage sebagai variabel kontrol mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan 
Uji Parsial (Uji t), maka dapat disimpulkan hanya jumlah anggota dewan direksi 
yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajib IFRS sedangkan proporsi komisaris independen, proporsi 
anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, likuiditas dan leverage mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil signifikansi dari proporsi komisaris independen, proporsi anggota komite 
audit independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, likuiditas 
dan leverage, dimana hasilnya menyebutkan bahwa signifikansi > 0,05. 
Sedangkan untuk jumlah anggota dewan direksi, dimana hasilnya menyebutkan 
bahwa signifikansinya < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota 
dewan direksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajib IFRS. 
Dengan melihat korelasi parsial (r
2
), maka dapat diketahui bahwa jumlah 
anggota dewan direksi mempunyai nilai tertinggi yaitu 0,035721. Maka dapat 
disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan direksi mempunyai pengaruh dominan 





Dengan melihat R square yaitu 0,055 maka perubahan tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajib IFRS dipengaruhi oleh jumlah anggota dewan direksi, 
proporsi komisaris independen, proporsi anggota komite audit independen, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, likuiditas dan leverage  sebesar 
5,5 persen dan sisanya sebesar 94,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
1. Subyektifitas peneliti dalam memahami data laporan tahunan sangat 
mempengaruhi interpretasi peneliti dalam mengukur jumlah 
pengungkapan informasi variabel yang diperlukan. 
2. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk jenis industri atau 
perusahaan lain karena tiap perusahaan belum tentu mengungkapkan item 
yang sama karena kepatuhan tiap perusahaan akan berbeda-beda sesuai 
dengan item maksimal pada IAS yang dapat diterapkan. 
3. Terdapat korelasi positif dalam model regresi linier yang digunakan dalam 
penelitian yang jika dipulihkan dapat mengubah data penelitian. 
5.3 Saran 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel yang 
terkait seperti corporate governance yang dapat dilihat dari aspek aktivitas 





2. Peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan regulasi terbaru yang 
terkait dengan variabel penelitian. 
3. Pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan dan pelegalan PSAK seperti 
IAI sebaiknya melegalisasi item-item wajib yang harus diungkapkan 
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